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BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

2. Konsolidasian adalah proses penggabungan antara akun-

akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan

dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi

akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai

satu entitas pelaporan konsolidasian.

3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban

pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) berupa laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional,

laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo

anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.

4. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah

laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan

keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan

berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan

transitoris.

5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan

pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode pelaporan.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang

selanjutnya disingkat LP SAL adalah laporan yang

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo

Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.
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7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO

adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya

yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode

pelaporan.

8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan pemerintah yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas

dana pada tanggal tertentu.

10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya

disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi

tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional,

laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan

Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang

memadai.

11. Ikhtisar Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat

ILK adalah ringkasan Laporan Keuangan dari Unit Badan

Lainnya (UBL), dengan tujuan untuk memudahkan

pengguna Laporan Keuangan dalam memahami

informasi Laporan Keuangan dan menjadi lampiran

Laporan Keuangan BUN dan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat.

12. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat yang selanjutnya disebut SAPP adalah rangkaian

sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Pemerintah Pusat.
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13. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara

Umum Negara yang selanjutnya disebut SABUN adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan yang

dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan

Pengguna Anggaran BUN.

14. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang

Pemerintah yang selanjutnya disebut SAUP adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan terkait utang.

15. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah yang

selanjutnya disebut SIKUBAH adalah serangkaian

prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah.

16. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi

Pemerintah yang selanjutnya disebut SAIP adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan

posisi investasi pemerintah.

17. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan

Pinjaman yang selanjutnya disebut SAPPP adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan

penerusan pinjaman pemerintah.

18. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut SATD

adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan
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posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi

transfer ke daerah dan dana desa.

19. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja

Subsidi yang selanjutnya disebut SABS adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi

belanja subsidi.

20. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-

lain yang selanjutnya disebut SABL adalah serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan,

pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain.

21. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan

Lainnya yang selanjutnya disebut SAPBL adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi

badan lainnya.

22. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi

Khusus yang selanjutnya disebut SATK adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan

untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran

serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan

fungsi khusus Menteri Keuangan selaku BUN, serta

tidak tercakup dalam Sub SABUN lainnya.

23. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang

selanjutnya disebut UABUN adalah unit akuntansi pada

Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan

pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan

tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan

pembantu BUN dan sekaligus melakukan penggabungan
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